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PEREKONOMIAN. Perdagangan. Kawasan
Ekonomi Khusus. Perubahan. (Penjelasan
Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5371)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 100 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan pembangunan

Mengingat

1.

dan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus belum
mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan
pembangunan dan pengoperasian Kawasan Ekonomi
Khusus dengan memberikan pilihan-pilihan tata cara
pembangunan dan pengoperasian Kawasan Ekonomi
Khusus;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah  tentang Perubahan  Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan
Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5066);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI
KHUSUS.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5186), diubah sebagai berikut:

1.

Penjelasan Pasal 12 ayat (2) huruf g dan huruf h diubah sebagaimana
tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah ini.
Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 31
Pembangunan KEK dibiayai dari:
a. Badan Usaha;

b. kerjasama pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah
kabupaten/kota dengan Badan Usaha,;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal
33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

(1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan Badan
Usaha, Badan Usaha pengusul ditetapkan sebagai Badan Usaha
untuk membangun KEK oleh:

a. pemerintah provinsi dalam hal lokasi KEK berada pada lintas
wilayah kabupaten/kota; atau

b. pemerintah kabupaten/kota dalam hal lokasi KEK berada
dalam satu wilayah kabupaten/kota,
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dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak
diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang KEK dimaksud.

Dalam penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun KEK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha pengusul
sekaligus ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola KEK.

Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung
jawab atas pembiayaan pembangunan dan pengelolaan KEK.

Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 34

Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan pemerintah
kabupaten/kota, penetapan Badan Usaha untuk membangun
KEK dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota secara terbuka
dan transparan berdasarkan:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan
KEK dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota; atau

b. ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan
Pemerintah ini dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari
kerjasama pemerintah kabupaten/kota dengan Badan Usaha.

Dalam penetapan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pembangun
sekaligus ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola.

Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal
34A dan Pasal 34B sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 34A

Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan pemerintah
provinsi, penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK
dilakukan oleh pemerintah provinsi secara terbuka dan
transparan berdasarkan:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan
KEK dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
provinsi; atau

b. ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan
Pemerintah ini dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari
kerjasama pemerintah provinsi dengan Badan Usaha.
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(2) Dalam hal penetapan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, Badan Usaha pembangun sekaligus ditetapkan
sebagai Badan Usaha pengelola.

Pasal 34B

(1) Dalam hal KEK vyang ditetapkan merupakan usulan
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, penetapan
Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian secara
terbuka dan transparan berdasarkan:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan
KEK dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
atau

b. ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan
Pemerintah ini dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari
kerjasama kementerian/lembaga pemerintah non
kementerian dengan Badan Usaha.

(2) Dalam hal penetapan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, Badan Usaha pembangun sekaligus ditetapkan
sebagai Badan Usaha pengelola.

6. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A
melaksanakan pembangunan KEK dan pengelolaan KEK
berdasarkan perjanjian dengan pemerintah provinsi atau
pemerintah kabupaten/kota.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. lingkup pekerjaan;
b. jangka waktu;
c. penyelesaian perselisihan; dan
d. pemutusan atau pengakhiran perjanjian.
7. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal
35A, Pasal 35B, dan Pasal 35C sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35A

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
huruf a melaksanakan pembangunan KEK berdasarkan
perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah.
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